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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penulisan dari penulis yang berupa pembahasan-

pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB I, BAB II dan berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mencari jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, pada pokoknya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Putusan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang memeriksa dan 

mengadili serta mengabulkan permohonan praperadilan tentang sah 

atau tidaknya penetapan tersangka, memberi kesimpulan bahwa 

dalam proses pemeriksaan permohonan praperadilan, pertimbangan 

hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan bahwa 

termohon dianggap tidak dapat membuktikan bahwa pemohon saat 

menjabat sebagai Karo Binkar apakah dapat disebut sebagai aparat 

penegak hukum atau penyelenggara negara, walaupun termohon 

menyatakan telah memaparkan bukti-bukti kualifikasi pemohon 

sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, namun 

dalam pemeriksaan perkara, bukti-bukti tersebut tidak pernah 

diajukan oleh termohon, sehingga Pengadilan Negeri berkesimpulan 

bahwa termohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut. 
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2. Putusan No.02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt yang menolak permohonan 

praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, 

memberi kesimpulan bahwa dalam proses pemeriksaan yang terjadi 

dalam pemeriksaan permohonan praperadilan, hakim telah 

mempertimbangkan permohonan dan eksepsi yang diajukan oleh 

pemohon dan termohon, namun hakim berpendapat bahwa 

permohonan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka tidak 

dapat dimintakan untuk diperiksa dalam praperadilan oleh karena 

dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP tidak disebutkan satu kalimat pun 

yang menjelaskan mengenai penetapan tersangka sebagai ruang 

lingkup dari praperadilan. Dan juga hakim membatasi 

independensinya dalam mengadili suatu perkara agar tafsiran yang 

dilakukan oleh hakim agar tafsirannya tidak menabrak ketentuan 

peraturan yang sudah jelas maknanya dan tidak membutuhkan 

penafsiran kembali. 

  

B.Saran 

  Setelah menyampaikan kesimpulan tentang Pertimbangan Hakim dalam 

Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan Tentang Sah atau 

Tidaknya Penetapan Tersangka, penulis menyampaikan saran yang dapat 

dijadikan masukan bagi Para Penegak hukum dan masyarakat serta masukan 

pula untuk proses pembuatan rancangan undang-undang hukum acara pidana 
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yang sedang dalam proses pembuatannya, berikut saran-saran yang akan 

disampaikan oleh penulis: 

1. Untuk tidak menimbulkan polemik dalam melaksanakan penegakan hukum, 

apalagi yang berkaitan dengan konflik horizontal antara penegak hukum 

dengan penegak hukum, penulis menyarankan agar ketentuan yang 

berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana yang dalam hal ini 

dimaksud adalah KUHAP, diharapkan agar segera dilaksanakan 

perubahannya oleh pembuat peraturan perundang-undangan, agar tidak 

terjadi lagi penafsiran secara meluas terhadap hukum pidana formil, yang 

ujungnya justru akan mengaburkan tujuan dari hukum tersebut. 

 

2. Terkait dengan diperluasnya ruang lingkup praperadilan, penulis 

menyarankan agar konteks perubahan Rancangan undang-undang KUHAP 

terkait dengan praperadilan, supaya dapat lebih ditinjau secara 

filosofis,sosiologis dan yuridis. Wacana untuk menggantikan praperadilan 

dengan konsep pemeriksaan pendahuluan dan dengan adanya konsep hakim 

komisaris adalah solusi yang tepat, mengingat wewenang yang luas dari 

hakim komisaris yang akan bekerja secara aktif nantinya akan menutup 

kekurangan dalam konsep praperadilan dalam KUHAP, yang sebagaimana 

dapat diketahui bahwa hakim dalam konsep praperadilan dalam KUHAP 

hanya dapat mengadili tindakan sewenang-wenang penegak hukum apabila 

perkara diajukan kepadanya. 
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